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INTISARI

STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN SLEMAN

Oleh :
DARWANTO

Latar belakang : penetapan target tidak didasarkan kepada potensi yang
sebenarnya, melainkan hanya diprediksikan tanpa perhitungan yang tepat, bahkan
tidak sedikit daerah yang mematok target hanya didasarkan kepada peningkatan
10% dari tahun sebelumnya, tanpa memperhatikan faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Selain itu, sebagai dampak dari kurangnya pelayanan kepada
masyarakat untuk beberapa jenis<layanan, menyebabkan keengganan masyarakat
dalam membayar pajak yang diwajibkan.

Tujuan Penelitian : Untuk merumuskan stategi peningkatan penerimaan pajak
daerah di Kabupaten Sleman

Metode Penelitian : Jenis penelitian .ini adalah kualitatif dengan metode
descriptive analysis, Subyek dalam penelitian ini yaitu kepala bagian pajak
daerah, sekertaris, penanggung jawab dan 2 bagian penagih pajak daerah Sleman.
Analisis data dalam penelitian ~ini menggunakan strengths, weaknesses,
opportunities dan threats (SWOT).

Hasil Penelitian : Dari hasil- penelitian didapatkan bahwa kekuatan yaitu
lingkungan = kondusif, * pendidikan sumber daya manusia, adanya Diklat,
selanjutnya untuk /kelemahan yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia,
infrastruktur yang belum ada, kemudian untuk peluang yaitu penggunaan sistem
online, dukungan pemerintah, peraturan pemerintah kemudian untuk ancaman
yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya promosi dan ekonomi global.
Kesimpulan : strategi yang dapat diterapkan yaitu penambahan pegawali,
penambahan promosi akan wajib pajak, adanya infrastruktur yang jelas dan
peningkatan pelaksanaan Diklat

Kata Kunci : strategi, penerimaan pajak
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ABSTRACT

DEVELOPMENT STRATEGIES FOR REVENUE OF REGIONAL TAXES

IN DISTRICT SLEMAN

By:
DARWANTO

Background: target setting is not based on actual potential, but only predicted
without proper calculation, not even a few targeted areas based solely on a 10%
increase over the previous year, regardless of the factors that influence it. In
addition, as a result of the lack of service to the public for some types of services,
causing public reluctance in paying required taxes and levies

Research Objectives: To formulate a strategy to increase local tax revenues in
Sleman District

Research Method: This research typeis qualitative with descriptive analysis
method, The subjects in this research are the head of local tax, secretary, person in
charge and 2 part of local tax collector Sleman. Data‘analysis in this study using
SWOT

Result of research: From.the research result, it is found that the strength of
conducive environment, human resource education, training, further weakness is
the lack of human resourees, the infrastructure that does not yet exist, then for the
opportunity that 4s-the use of onliné system, government support, government
regulation then for the threat public awareness, lack of promotion and the global
economy

Conclusion: the strategy that can be applied is the addition of employees, the
addition of the promotion will be taxpayers, the existence of a clear infrastructure
and improvement of Training implementation

Keywords: strategy, tax revenue

xii



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu unsur terpenting dari pembiayaan pemerintah adalah besarnya
kontribusi pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah ini merupakan
bukti nyata dukungan masyarakat lokal kepada pemerintah-untuk menjalankan
proses pemerinah secara otonomi sejalan dengan pemberian otonomi daerah
melalui mekanisme desentralisasi fiscal.

Untuk itu pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya
meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan sektor yang memiliki potensi
untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. Pendapatan asli daerah terdiri dari
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan miliki daerah dan hasil
pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan secara lain-lain pendapatan daerah
sah. Sesuai‘dengan prinsip dalam kebijkan ekonomi daerah yang mengedepankan
kemandirian daerah ~ dalam pembiayaan penyelenggaraan tugas dan
kewenangannya, maka harus berupaya agar PAD menjadi sumber pendapatan
utama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pajak daerah dan
retribusi daerah merupakan salah satu unsur penting dan merupakan kontribusi
utama pendapatan asli daerah.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting dalam
menopang pembiayaan pembangunan dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan

menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik



untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh
karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak,
maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan penerimaan pajak,
baik pajak yang sekala nasional maupun pajak daerah bagi pemerintahan propinsi
atau kabupaten yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelayanan Pajak Daerah merupakan salah satu pelayaanan langsung
berhadapan dengan masyarakat, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi bagian
perpajakan untuk berusaha mengingatkan masyarakat wajib pajak, salah satu
upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak wajib pajak adalah memberikan
pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib
pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara
pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan perundang-
undangan yang diberikan kepada wajib pajak yang bertujuan untuk menjaga
kepuasaan wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak, sehingga mampu meningkatkan pendapatan
penerimaan pajak untuk tahun selanjutnya.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,
maka menurut Mardiasmo (2009:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat
berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum,
yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus
adil. Adil dalam perundang - undangan diantaranya mengenakan pajak secara

umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.



Sedangkan adil dalam pelaksanaanya yakni dengan memberikan hak bagi
wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan
mengajukan banding.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang—undang (syarat yuridis) di
Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan
jaminan hukum yang menyatakan keadilan, bagi setiap warga Negara.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi) Pemungutan tidak boleh
mengganggu kelancaran kegiatan produksi- maupun perdagangan.sehingga
tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) ‘sesuai. dengan budgeteir
yaitu bahwa pajak adalah alat' (Anggraini, 2016) untuk memasukkan
sebanyak-banyaknya uang ke kas negara yang pada waktunya akan digunakan
untuk membiayai pengeluaran negara, biaya pemungutan pajak harus dapat
ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan sederhana
akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang — undang perpajakan
yang baru.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah

yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh

Wajib Pajak, jenis pajak daerah Kabupaten/kota yang dipungut dengan sistem

official assesment adalah Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sedangkan jenis pajak yang dipungut dengan



sistem self assesment adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,

Pajak Hiburan, Pajak Perangan Jalan dan Pajak Sarang Burung Walet.

Dalam praktiknya, sistem self-assessment ini masih terbentur dengan

beberapa kendala, diantaranya sebagai berikut:

1.

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk
menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri
masih diragukan kebenarannya oleh karenasitu“dapat menimbulkan terjadinya
penyeludupan pajak karena yang mengetahui kebenaran Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah (SPTPD) yang dilaporkan Wajib Pajak (WP) hanya ia sendiri.
Masih banyaknya wajib pajak yang kesulitan untuk
menghitung/memperhitungkan pajak terhutang.

Kendala juga tidak terjadi di pihak'Wajib Pajak yang belum patuh saja, tetapi
di pihak fiskus juga masihterjadi masalah yaitu pelayananyang belum

optimal:



Tabel 1.1. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Sleman tahun 2014-2016

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) % realisasi
thdp target % Deviasi
2014 | 282,100,000,000.00 | 326,033,995,236.66 115.57 15.57
2015 | 346,000,000,000.00 | 373,137,768,070.80 107.84 7.84
2016 | 383,400,000,000.00 | 407,675,230,792.56 106.33 6.33

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sleman (diolah)

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa realisasi pajak pada tahun 2014
mencapai target sebesar 115,57%, 2015 sebesar-115,57 % dan 2016 sebesar
107,84% mnamun hal justru Badan Keuangan dan Aset Daetah (BKAD) dianggap
belum optimal dalam menentukan potensi pajak, selanjutnya pada tahun 2015
sampai tahun 2016 mengalami penurunan dalam pencapian target daerah, dimana
tahun 2014 bisa mencapai 115,57%, namun turun menjadi 107,84% dan 106,33%.
Menurut hasil wawancara diperoleh bahwa target pajak ketika deviasinya lebih
dari 5% dianggap kurang optimis dalam hal penentuan target pajak, sedangkan
ketika deviasinya diatas 15% maka kurang optimal dalam menentukan target
pajak.

Pendapat. (Baban Sobandi: 2012) menyatakan bahwa penetapan target
tidak didasarkan kepada potensi yang sebenarnya, melainkan hanya diprediksikan
tanpa perhitungan yang tepat, bahkan tidak sedikit daerah yang mematok target
hanya didasarkan kepada peningkatan 10% dari tahun sebelumnya, tanpa
memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, sebagai dampak
dari kurangnya pelayanan kepada masyarakat untuk beberapa jenis layanan,
menyebabkan keengganan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang

diwajibkan, sehingga penerimaan dari sektor ini pun menjadi tidak optimal. Atas



dasar alasan utama tersebut, yaitu adanya kecenderungan Pemerintah Daerah
melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang kurang memperhatikan
dimensi kemampuan masyarakat dan dampak ekonomi terutama terhadap
investasi, serta masih adanya potensi-potensi pendapatan dari sumber yang ada
yang belum teroptimalkan, maka perlu dilakukan pengkajian sebagai bahan untuk
formulasi kebijakan pemberdayaan potensi Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.2. Data hasil audit tahun 2014-2016

No | Tahun | Jumlah Wajib Pajak Hotel Kurang Bayar (Rp)

1. (2014 |12 5.445.663.000,00
2. 12015 |10 4.398.186.000,00
3. |2016 |12 691.308.000,00

Sumber:Data hasil Audit

Dari tabel 2° menggambarkan bahwa dari hasil audit ditemukan adanya
wajib pajak < hotel yang kurang bayar dari tahun 2014-2016, hal ini
menggambarkan bahwa potensi pajak belum digali dengan semaksimal mungkin
atau saat proses penganggaran penetapan target tidak didasarkan pada potensi yang
sebenarnya.

Data lain menunjukkan bahwa ada Wajib pajak yang memiliki hotel
dengan jumlah kamar superior 47 kamar dengan harga Rp400.000,00, Deluxe 68
kamar dengan hargaRp450.000,00, dan Executive 23 kamar dengan harga
550.000,00, dengan tingkat hunian 65%, dan membayar pajak setiap bulan
Rp100.000.000,00, namun ketika dihitung ternyata seharusnya Wajib Pajak

membayar pajak hotel sebesar Rp125.580.000,00. Jadi ada selisih



Rp25.580.000,00, sehingga saat menghitung potensi pajak hotel disinyalir masih
belum maksimal.

Oleh sebab itu perlu adanya upaya yang keras untuk menemukan stategi
yang tepat dengan memanfaatkan peluang yang ada, guna mengoptimalkan
kontribusi sektor pajak yang pada akhirnya mampu untuk/ mempercepat
kemandirian daerah Sleman.

Pelaksanakan strategi peningkatan penerimaan pajak di daerah Kabupaten
Sleman agar dapat efektif diperlukan suatu amalisis yang mendalam; salah satu
analisis yang terpopuler di kalangan pelaku organisasi ‘adalah analisi SWOT
(strengths, weaknesses, opportunities dan threats), analisis SWOT (strengths,
weaknesses, opportunities dan threats) adalah metode perencanaan stretegis yang
digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam
suatu proyek atau_suatu spekulasi bisnis, proses ini melibatkan penentuan dalam
suatu proyek dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentivikasi faktor internal
dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut,
dalam pengelolaan dan pengembangan suatu perencanaan strategi yaitu suatu pola
struktur sasaran yang paling mendukung dan melengkapi menuju ke arah tujuan
yang menyeluruh, sebagai persiapan perencanaan agar dapat memilih dan
menetapkan strategi dan sasaran sehingga tersusun program-program dan proyek
yang efektif dan efisien maka diperlukan suatu analisis yang tajam dari penggiat
organisasi. Berdasarkan wuraian tersebut penelitian ini berjudul“Strategi

Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman”



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari permasalahan di atas, maka perumusan masalah
dalam penelitian ini yaitu: penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman masih

belum optimal.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang<telah diketahui bahwa
pentingnya akan mengetahui strategi peningkatan penerimaan pajak.daerah di
Kabupaten Sleman. Dari uraian tersebut maka pertanyaan: penelitiannya yaitu

Bagaimana stategi peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman?

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk merumuskan stategi peningkatan

penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman.

1.5 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua
pihak, diantaranya:
a) Pemerintah
Untuk lebih memahami sejauh mana strategi peningkatan penerimaan pajak
daerah di Kabupaten Sleman. serta dapat membantu pemerintah dalam

mengambil kebijakan yang tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



b) Masyarakat

Dapat menjadikan informasi bagi masyarakat tentang pentingnya membayar
wajib pajak dan keuntungan membayar pajak.
Akademik

Dapat digunakan sebagai refrensi dan tambahan pembelajaran @ strategi

peningkatan penerimaan pajak dan menjadi gambararwg pentingnya

wajib pajak. 0



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Strategi
a. Pengertian

Strategi mempunyai definisi atau pengertian yang bermacam-macam
Pengertian strategi tergantung pada obyek yang menjadi strategi itu sendiri.
Pengertian strategi dapat diartikan, “Rencana<yang disatukan, menyeluruh, dan
terpadu yang mengaitkan keunggulan perusahaan dengan' tantangan lingkungan
yang dirancang untuk memastikan bahwatujuan utama dari perusahaan dapat
dicapai melalui pelaksanaan yangtepat oleh perusahaan” (Rahmat, 2012). Menurut
Saladin (Widyaningrum, 2012:64) manajemen strategi adalah arus keputusan dari
tindakan yang mengarah pada perkembangan strategi efektif atau strategi yang
membantu dalam mencapai sasaran perusahaan.

Secara umum strategi diartikan sebagai sarana yang digunakan untuk
mencapai tujuan akhir. Jadi strategi merupakan wujud atau hasil dari respon
sebuah perusahaan ‘terhadap seluruh aspek yang dimilikinya dan juga terhadap
kondisi yang terjadi di lingkungannya, sehingga perusahaan tersebut menjadi
sebuah kekuatan bersaing dalam menghadapi persaingan di waktu yang akan
datang.

b. Perencanaan Strategi
Perencanaan strategi mempunyai tujuan untuk melihat dan menilai serta

menyikapi kondisi-kondisi internal dan eksternal perusahaan, sehingga perusahaan

10
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dapat mengantisipasi perubahan lingkungan dengan segala sesuatu yang

dimilikinya. Jadi dalam hal ini, perusahaan akan berusaha untuk menetapkan

tujuan, terutama untuk jangka pendek yang sesuai dengan cara bagaimana
perusahaan tersebut menghadapi dan mengatasi kondisi internal dan eksternal dari
waktu ke waktu.

Perencanaan strategi adalah proses perencanaan jangka panjang yang
digunakan untuk menetapkan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi (Rangkuti,
2003). Dalam membuat strategi dapat dilakukan proses analisis, perumusan, dan
evaluasi. Proses perencanaan strategi ,yaitu:

1) Mengidentifikasi misi perusahaan

2) Menetapkan sasaran perusaahan

3) Memilih strategi dan taktik yangmenungkinkan perusahaan untuk mencapai
tujuan.

c. Tipe-tipe Strategi

Strategi‘dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi, yaitu:

1) Strategi manajemen yaitu strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen
dengan orientasi pengembangan strategi secara makro. Misalnya: strategi
pengembangan produk, strategi penetapan harga, strategi akuisisi, strategi
pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan, dan sebagainya;

2) Strategi Investasi yaitu kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya:
strategi pertumbuhan yang agresif, strategi bertahan, strategi pembangunan

kembali atau strategi divestasi, dan sebagainya;
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3) Strategi bisnis atau strategi bisnis secara fungsionalyaitu strategi yang
berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen. Misalnya: strategi
pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi

organisasi dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.

2.2 Manajemen Strategi

Pengertian manajemen strategi menurut Suwarsono Muhammad (2013:6)
adalah sebagai usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuatan perusahaan
untuk mengekploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan
perusahaan yang telah ditetapkan dengan visi yang ditentukan, mengurangi
kelemahan da berusaha melakukan/adaptasi dengan lingkungan bisnisnya serta
mengurangi efek negatif yang ditimbulkan oleh ancaman bisnisnya. Sedangkan
komponen pokok manajemen strategik adalah;
1. Analisis lingkungan bisnis yang diperlukan untuk mendeteksi peluang dan

ancaman bisnis,

2. Analisis profil perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan,
3. Strategi bisnis yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi,

4. Visi misi perusahaan.

2.3 Pajak Daerah
a. Pengertian Pajak Daerah
Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keungan

daerah, sumber keuangan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana
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perimbangan dan lain-lain pendapatan, PAD bertujuan memberikan kewenangan
kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai
dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Hasil pengolahan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Definisi mengenai
pajak daerah beraneka ragam, pajak daerah dapat diuraikan sebagai pungutan
daerah yang berdasarkan peraturan yagn ditetapkan guna membiayai pengeluaran-
pengeluaran daerah sebagai badan public (Komala, 2012:96). Menurut Mardiasmo

(2001) dalam Sulistiyowati (2013:53) pajak daerah adalah pajak ‘yang dipungut

oleh daerah berdasarkan peraturan pajak ‘yang di tetapkan oleh daerah (melalui

Perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah.

b. Penggolongan Pajak Daerah

1) Berdasarkan wewenang pemungutannya di Indonesia pajak dapat dibagi
menjadi pusat dan pajak daerah’ (Kurniawan, 2006 dalam Sulistiyowati,
2013:63); Pajak Negara (pusat) adalah pajak yang wewenang pemungutan
dimiliki‘oleh pemerintah pusat contoh adalah pajak penghasilan (PPh), pajak
pertambangan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan
PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea matrai.

2) Pajak daerah adalah pajak yang wewenangnya pemungutannya dimiliki oleh
pemerintah daerah, menurut pasal 2 undang-undang nomor 18 tahun 1997
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000
tentang pajak dan retribusi daerah pajak daerah terdiri atas:

a) Pajak provinsi sesuai dengan UU Pajak Daerah pada pasal 2 ayat 3

dinyatakan bahwa ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan
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pajak dari pajak daerah diatur dalam peraturan pemerintah. Beberapa yang
termasuk dalam pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan
kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di
atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan
dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan.

b) Pajak kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan
pendapatan asli daerah dan hasil tersebut masuk dalam APBD. Beberapa
yang termasuk dalam pajak kabupaten/kota adalah pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak
pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, dan pajak lain yang
dipungut berdasarkan petaturan daerah Betrdasarkan administrasi dan

pembebanan.

2.4 Budgetary Slack

Pengertian Budgetary Slack menurut Suartana (2010:137) adalah proses
penganggaran yang ditemukan adanya distorsi secara sengaja dengan menurunkan
pendapatan yang dianggarkan dan meningkatkan biaya yang dianggarkan.

Anggaran merupakan bagian penting dalam perusahaan atau organisasi
sektor publik. Anggaran merupakan alat pengendalian yang berfungsi sebagai
perencanan pengendali perusahaan atau organisasi menjadikan penganngaran
sebagai area terpenting bagi keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi.
Anggaran juga dapat digunakan sebagai rerangka kerja untuk menentukan prestasi

dan kinerja karyawan, sedangkan bagi pemerintah daerah anggaran berupa
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Anggaran Pendatan Belanja Daerah (APBD) merupakan represen-tasi dari tujuan
pemerintah daerah sendiri dan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), APBD merupakan roh dari manajemen pemerintah daerah.

Slack anggaran menurut Suartana (2010:138)adalah perbedaan antara
anggaran yang dinyatakan dan estimasi anggaran terbaik yang secara jujur dapat
diprediksikan. Manajer menciptakan slack dengan mengestimasikan pendapatan
lebih rendah dan biaya lebih tinggi, sedangkan yang tahu slack atau tidak adalah si

pembuat anggaran.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mirip dengan strategi peningkatan pajak daerah antara lain;

a. Penelitian oleh Syawalludin

Penelitian _yang  dilakukan oleh Syawalludin (2003) tentang Strategi

Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi di Kabupaten Boyolali. Dari
penelitiannya menunjukan bahwa strategi yang didapatkan yaitu meningkatkan
kualitas. sumber daya manusia melalui upaya pendidikan dan pelatihan secara
berkelanjutan dilandasi oleh pelembagaan budaya organisasi dan nilai-nilai
kinerja, mengoptimalkan proses implementasi peraturan perpajkan dan retribusi
daerah melalui peran aktif seluruh komponen organisasi dan kerjasama yang
intens dengan semua pihak, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana organisasi guna mendukung pencapaian kinerja organisasi yang

makin responsive dan akuntabel, menegakkan prosedur hukum secara adil dan
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proporsional berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku kepada setiap
upaya pelanggaran kewajiban pajak/retribusi daerah.
Persamaan penelitian ini yaitu pada jenis penelitian, analisis SWOT,

perbedaannya dengan penelitian ini peneliti hanya meneliti pajak daerah saja.

b. Penelitian oleh Suliswati

Penelitian yang dilakukan oleh Suliswati (2013) yang meneliti tentang strategi
peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jembar, hasil® penelitian ini
didapatkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah
cenderung berfluktuatif. Hasil analisis AHP (Analytical Hierarchy Process)
menunjukkan bahwa sumber daya/manusia merupakan alternatif yang paling
prioritas untuk meningkatkan penerimaan ‘pajak daerah Kabupaten Jember.
Peningkatan sumber daya manusia dikembangkan dengan analisis SWOT yaitu
dengan meningkatkan sumber daya manusia wajib pajak dan aparat pajak.

Persamaan pada penelitian ini pada jenis penelitian yaitu kualitatif, analisis data
yaitu SWOT dan instrument penelitian yaitu lembar wawancara, perbedaan pada

penelitian ini yaitu pada tempat penelitian dan subyek penelitian.

c. Penelitian oleh Komala
Penelitian yang dilakukan oleh Komala (2012) tentang strategi peningkatan
pengelolaan pajak reklame di Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, hasil penelitian
ini didapatkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah

cenderung berfluktuatif. Hasil analisis AHP (Analytical Hierarchy Process)
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menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan alternatif yang paling
prioritas untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember.
Peningkatan sumber daya manusia dikembangkan dengan analisis SWOT yaitu
dengan meningkatkan sumber daya manusia wajib pajak dan aparat pajak.
Persamaan pada penelitian ini pada jenis penelitian yaitu kualitatif, analisis
data yaitu SWOT dan instrument penelitian yaitu lembar wawancara, perbedaan

penelitian ini yaitu pada tempat penelitian <dan <subyek penelitian.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian kualitatif dengan metode descriptive analysis yaitu upaya untuk
memaparkan, menelaah dan memberikan gambaran serta penjelasan yang
komprehensif tentang kondisi yang sebenarnya “dari objek yang diteliti serta
ditujukan untuk memahami fenomena- fenomena sosial" dari/sudut perspektif

responden.

3.2 Definisi Operasional
Penelitian ini ‘menggunakan variabel tunggal yaitu strategi pengembangan
dijelaskan sebagai berikut:

1. Strategi‘adalah suatu upaya yang dilakukan organisasi dalam membuat langkah
dengan tujuan mencapai sesuatu yang direncanakan.

2. Kekuatan adalah kelebihan yang ada pada badan pajak daerah Kabupaten
Sleman guna meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman
sehingga menjadikan nilai tambah di mata masyarakat.

3. Kelemahan adalah kekurangan pada suatu badan pajak daerah Kabupaten
Sleman yang mengakibatkan kurangnya penerimaan pajak daerah Kabupaten

Sleman sehingga menjadikan ketikdakpuasan pada masyarakat.

18
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4. Peluang adalah sebuah kesempatan yang dapat menjadikan peningkatan
penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman sehingga lebih produktif.
5. Ancaman adalah hambatan yang dapat menjadikan penurunan penerimaan

pajak daerah Kabupaten Sleman sehingga tidak efektif dan efisien.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-
benda mati lainnya, serta peristiwa dan gejala yang terjadi dalam masyarakat atau
di dalam alam (Notoatmodjo, 2012). Adapun objek penelitian ini adalah Obyek
dalam penelitian ini yaitu strategi peningkatan penerimaan pajak daerah di

Kabupaten Sleman.

3.4 Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah  orang yang dijadikan sebagai bagian dari
penelitian dengan fungsi sebagai pemberi informasi yang akan digunakan sebagai
data penelitian (Sabarguna, 2005).Subyek dalam penelitian ini yaitu kepala bagian
Tata Usaha dan Bidang Penagihan dan Pengembangan pajak daerah, Kabupaten

Sleman.

3.5 Instumen penelitian
Intrumen penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

1. Peneliti
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Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitii
adalah si peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument,
berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber
data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya
(Sugiyono, 2008).

2. Pedoman wawancara

Daftar pertanyaan yang digunakan untuk panduan wawancara kepada

informan yang disusun berdasarkan tujuan peneliti, fakta yang mendukung.
3. Alat tulis
Alat yang digunakan berupa pulpen atau notebook untuk menulis hasil

wawancara.

3.6 Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini menggunakan dua macam data menurut klasifikasi
yang didasatkan pada jenis dan sumbernya.
1. Data primer
Data primer diperoleh dari pengumpulan data secara langsung melalui
wawancara Kepada informan dan kuesioner pada pihak terkait.
2. Data Sekunder
Data sekunder peneliti diperoleh dari data pendukung yang berasal dari
dokumen, catatan, laporan serta arsip yang ada pada Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sleman dan Instansi lainnya yang berkaitan dengan

obyek penelitian.
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3.7 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian
karena tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data.
Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai sumber. Data yang diperlukan dalam

penelitian ini dengan menggunakan teknik :

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua‘orang untuk bertukar informasi
dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan.makna dalam suatu
topik tertentu (Estenberg 2002 dalam Sugiyono 2013). Teknik ini digunakan
dengan berpedoman pada tujuan‘penelitian dan pertanyaan yang mengarah pada
pengumpulan data primer. Wawancara Terstruktur digunakan sebagai teknik
pengumpulan data, peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti
tentang informasi yang akan diperoleh dimana dalam melakukan wawancara,
pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-
petrtanyaan tertulis. Dengan wawancara tersetruktur ini setiap responden diberi
pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Dalam melakukan
wawancara peneliti dengan mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang

dikemukakan informan.

2. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berbentuk tulisan, gambar,

atau karya—karya dari seseorang, teknik yang digunakan dengan melakukan
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pengkajian dokumen-dokumen data sekunder, dengan menyajikan dokumen yang
ada hubungannya dengan pajak daerah di Kebupaten Sleman. Dokumen internal
berupa memo, pengumuman intruksi aturan suatu lembaga tertentu yang
digunakan kalangan sendiri, termasuk didalamnya risalah atau laporan rapat,
keputusan pimpinan kantor, dan semacamnya. Dokumen demikian dapat
menyajikan informasi tentang keadaan, aturan, disiplin yang dapat memberikan

petunjuk dalam penelitian

3.8 Analisis Data
Alat analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah analisis
kualitatif yaitu analisis SWOT (strength, weaknesses; opportunities, threats). Alat
analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi lingkungan eksternal dan internal,
yaitu dengan memaksimalkan kekuatan. dan meminimalkan kelemahan yang
dimiliki peusahaan dan kemudian disusun strateginya untuk memanfaatkan
peluang yang ada, dan mengantisipasi ancaman yang datang dari pesaing. Dengan
demikian dapat diketahui dan diidentifikasi mengenai seberapa besar kekuatan dan
kelemahan serta ancaman dan peluang yang ada di dalam perusahaan atau
organisasi.
a. Strength and weakness (kekuatan dan kelemahan)
Tujuan perusahaan atau organisasi adalah menumbuh kembangkan
kekuatan yang dimiliki dan mengantisipasi kelemahan yang ada dalam
perusahaan. Jika kekuatan yang ada dalam perusahaan lebih besar dari

pesaingnya, maka perusahaan dapat dikatakan memiliki keuntungan.
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Sedangkan bila perusahaan tidak dapat mengantisipasi kelemahan yang
ada, maka perusahaan lain yang merupakan pesaing akan memanfaatkan
kelemahan tersebut untuk kepentingan perusahaannya. Oleh karena itu,
perusahaan harus dapat mengantisipasi kelemahan tersebut guna
menghadapi persaingan yang ada.

Opportunity and threats (peluang dan ancaman)

Peluang pemasaran adalah suatu daerah kebutuhan pembeli dimana
instansi  dapat beroperasi secara < menguntungkan. “Kemungkinan
keberhasilan perusahaan bergantung kepada kekuatan bisnisnya yang tidak
hanya harus sesuai dengan persyaratan berhasil dipasar sasaran tersebut,

namun juga harus lebih unggul dari pesaingnya.

Analisis SWOT dilakukan dengan menggunakan Analisis faktor internal dan

Analisis faktor ekternal, dengan tahapan sebagai berikut:

a.

Identifikasi faktor internal dan ekternal dengan cara penelusuran literature,
wawancara dan observasi, hasil ini identifikasi faktor-faktor tersebut
selanjutnya diberi bobot dan peringkat.

Penentuan bobot setiap faktor dalam kuesioner dilakukan dengan jalan
mengajukan identivikasi faktor-faktor strategi eksternal dan internal
tersebut kepada manajemen dan pakar dengan menggunakan metode
paired comparison. Masing-masing faktor diberi bobot yang
menggambarkan tingkat kepentingannya terhadap kesuksesan perusahaan

dalam hal pelayanan, penentuan bobot dilakukan dengan cara memberikan
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kesempatan kepada responden untuk melihat derajat pentingnya masing-
masing faktor jika dibandingkan dengan faktor-faktor yang lainnya.

c. Pemberian peringkat dalam kuesioner ditentukan berdasarkan kondisi
masing-masing faktor di dalam perusahaan, menurut David (dalam
Rangkuti, 2008), skala peringkat yang digunakan adalah’untuk analsis
faktor internal 1 (kelemahan mayor), 2 (kelemahan minor), 3 (kekuatan
minor), 4 (kekuatan mayor). Untuk analisis faktor eksternal (peluang dan
ancaman) 1 (kurang), 2 (sedang), 3 (baik) dan 4 (sangat baik), untuk faktor
peluang, peringkat yang diberikan menunjukan kemampuan instansi dalam
merespon peluang yang ada, untuk faktor ancaman peringkat yang
diberikan menunjukan kemampuan instansi dalam menghindari ancaman
yang dihadapi.

d. Selanjutnya masing-masing nilai bebot dikalikan dengan nilai peringkatnya
untuk mendapatkan skor untuk semua faktor penentu. Semua skor dijumlah
untuk mendapatkan nilai total skor untuk instansi, jumlah total berisar dari

1 sampai 4 dengan nilai rata-rata 2,5.

3.8.1 Analisis Matrik SWOT 4 Kuadaran

Menurut Suwarsono (2016:43), matrik SWOT 4 kuadran merupakan matrik
yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan
investasi pada berbagai portofolio bisnis yang dikelola yang biasanya berada pada
suatu instansi atau perusahaan besar yang terdiversifikasi dalam pelaksanaannya,

analisis dengan matrik SWOT 4 kuadran sedikit lebih kuantitatif dibandingkan
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dengan matrik TWOS-K secara sederhana matrik SWOT 4 kuadarat dapat dilihat

sebagai berikut:
Gambar 3.1 Diagram Analisis SWOT

Peluang

3

2

1

Kelemahan Kekuatan
1 2 3
Amncaman

Menurut Suwarsono (2016:46), langkah-langkah pokok yang diperlukan
daalam menyusun matriks SWOT adalah:
a.~ Membuat daftar indikator (butir) dari variable lingkungan eksternal dan
internal yang diperkirakan mempengaruhi masa depan perusahaan selama
periode tertentu. Jumlah indikator antara 3 (tiga) sampai dengan 15 (lima
belas) an. Jika terlalu sedikit bisa jadi kurang mencerminkan variable yang
hendak di ukur, akan tetapi jika terlalu sedikit bisa jadi kurang
mencerminkan variabel yang hendak diukur, akan tetapi jika terlalu banyak
malah bisa juga tidak fokus. Namun demikian hendaknya diketahui bahwa
dari awal berbagai indikator tersebut telah diidentifikasi dengan jelas

apakah indikator tertentu dapat dikategorikan sebagai peluang dan
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ancaman bisnis serta kekuatan dan kelemahan perusahaan, bukan sekedar
indikator lingkungan eksternal dan internal.
. Memberikan bobot (weight) pada masing-masing indikator dengan cara
membandingkan peran satu indikator tertentu dengan indikator yang
lainnya. Perlu dilihat tingkat pentingnya pengaruh langsung dan tak
langsung indikator satu dengan indikator yang lain dari kategori variabel
kekuatan perusahaan dan peluang bisnis pada péncapai tujuan perusahaan
pada periode perencanaan strategis. Bobot. maksimum yang.diberikan
untuk setiap kategori, misalnya untuk kekuatan perusahaan saja, adalah 1
atau 100%. Bobot maksimum tersebut kemudian di distribusikan pada
semua indikator dalam kategori tersebut sesuai dengan derajat pengaruh
masing-masing indikator.
Memberikan' penilain terhadap besar kecilnya hambatan yang diberikan
oleh masing-masing indikator perusahaan terhadap pencapaian tujuan
perusahaan, khususnya untuk satu periode penyusunan rencana strategis.
Penilaian biasanya dilakukan dengan memberikan skor sejak dari
I(satu) “sampai dengan 5 (lima) untuk kategori variabel kekuatan
perusahaan dan peluang bisnis karena kategori tersebut memiliki hubungan
positif dengan kinerja perusahaan. Penilaian diberikan angka negatif sejak
-1 sampai dengan -5 untuk kategori variabel kelemahan perusahaan dan
ancaman bisnis, karena kedua kategori tersebut memiliki hubungan negatif

dengan pencapaian kinerja perusahaan.
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d. Menghitung nilai tertimbang dari masing-masing indikator dalam satu
kategori variabel dan menjumlahkannya. Nilai tertimbang merupakan hasil
perkalian antara bobot dan nilai masing-masing indikator.

e. Menentukan posisi perusahaan dalam salah satu kuadran dan menentukan
strategi yang sebaiknya dilakukan. Untuk keperluan itu dihitung terlebih
dahulu selisih nilai tertimbang antara variabel kekuatan dan kelemahan
perusahaan serta sekaligus selisih nilai tertimbang antara peluang dan

ancaman yang ada.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Wilayah Lingkungan

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari 4 kabupaten yang ada di
wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, secara geografis wilayah Sleman terbentang
mulai 110°13°00” sampai dengan 110°33°00” Bujur Timut dan 7°34°51” sampai
dengan 7°47°30” Lintang Selatan.

Wilayah administrasi kabupaten Sleman dibatasi oleh:
1. Sebelah utara, wilayah Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten

Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah,

2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa

Tengah,

3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Daerah

Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah,

4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul,
dan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Y ogyakarta.

Keadaan tanah Kabupaten Sleman di bagian selatan relatif datar kecuali
daerah perbukitan di bagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di
Kecamatan Gamping. Semakin ke utara relatif miring dan di bagian utara sekitar
lereng gunung Merapi relatif terjal. Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman

berkisar antara 100 meter sampai dengan 2.500 meter di atas permukaan laut (m

dpl).
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Penggunaan lahan di Kabupaten Sleman secara garis besar dapat dibagi
sebagai fungsi sawah, tegalan, dan pekarangan. Perkembangan penggunaan lahan
selama Stahun terakhir menunjukkan luas dan jenis lahan sawah turun, rata-rata
per tahun sebesar 0,11%, luas pekarangan naik 0,13%, dan luas tegalan turun
0,02% dari total luas wilayah Kabupaten Sleman.

4.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu
organisasi, sumber daya manusia ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang ada
tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai, dan tingkat kemampuan teknis yang
dimiliki pegawai.

Jumlah sumber daya manusia yang ada di’ Badan Keuangan dan aset
Daerah dapat dibedakan atas;

Tabel 4.1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Golongan
No. Unit Kerja Jumlah
v M1 II I

1. | Kepala 1 - - - 1
2. | Sekretariat/TU 1 9 3 - 13
3. | Bidang Dafda 3 3 2 - 8
4. | Bidang Penetapan 1 6 - - 7
5. | Bidang Penagihan 2 12 - - 14
6. | Pejabat Fungsional - - - - -

Jumlah 8 30 5 - 43




Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan
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Pendidikan
No. | Unit Kerja Jumlah
S-2 | S-1 | DIII | SLTA | SLTP SD
1. | Kepala 1 - - - - 1
2. | Sekretariat/TU 2 4 1 5 - 1 13
3. | Bidang Dafda 5 1 1 2 - - 9
4. | Bidang Penetapan 1 3 - 3 - - 7
5. | Bidang Penagihan 3 5 - 5 - - 13
6. | Pejabat Fungsional - - - - - - -
Jumlah 12 | 13 [ 2 15 - - 43

4.2.1 Struktur Organisasi

Struktur dan tata ketja organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sleman  Berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan

Peraturan Bupati Nomor 101 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi,

tugas dan fungsi, serta tata kerja badan keuangan dan aset daerah yaitu;

a. Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

)

2) Sekretariat terdiri dari:

3)

Kepala Badan;

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b) Subbagian Keuangan; dan

¢) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan terdiri dari




4)

S)

6)

7)

8)

9)

a) Subbidang Pendaftaran;

b) Subbidang Pendataan;

c) Subbidang Penetapan;

Bidang Penagihan dan Pengembangan terdiri dari:

a) Subbidang Penagihan;

b) Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan pembebasan

¢) Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah.
Bidang Perbendaharaan terdiri dari:

a) Subbidang Belanja Gaji; dan

b) Subbidang Belanja Non Gaji.

Bidang Anggaran terdiri dari:

a) Subbidang Analisis Anggaran;

b) Subbidang Perencanaan Anggaran; dan

c) Subbidang Pengendalian Anggaran.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:

a) Subbidang Akuntansi dan Evaluasi; dan

b) Subbidang Pelaporan.

Bidang Aset terdiri dari:

a) Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset;

b) Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset; dan
¢) Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset.

Unit Pelaksana Teknis; dan

10) Kelompok Jabatan Fungsional.
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4.2.2 Uraian Tugas dan Fungsi

1) Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan wurusan umum, urusan

kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a)

2
h)

penyusunan rencana kerja Sekretariat dan’ Badan Keuangan dan
Aset Daerah;

perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

pelaksanaan urusan umum;

pelaksanaan urusan kepegawaian;

pelaksanaan urusan keuangan;

pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;

pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah;
pengoordinasian | pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup
Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan

evaluasi. dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan

Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Di lapangan sekretatiat dapat dibagi atas;

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan

bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
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Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi:
(1) penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
(2) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan
urusan kepegawaian;
(3) pengelolaan persuratan dan kearsipan;
(4) pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebetsihan;
(5) pengelolaan dokumentasi dan informasi;
(6) penyusunan  perencanaan _ ‘kebutuhan, pengembangan dan
pembinaan pegawai,
(7) pelayanan administrasi (pegawai ‘dan ( pengelolaan tata usaha
kepegawaian;dan
(8) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum
dan Kepegawaian.
b) Subbagian Keuangan
Subbagian. ~ Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan urusan keuangan.
Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
(1) penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
(2) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
(3) pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
(4) pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah; dan

(5) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan
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¢) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan
bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi
Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi:

(1) penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaandan Evaluasi;

(2) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan. urusan perencanaan
dan evaluasi;

(3) pengoordinasian penyusunan réncana kerja Sekretariat.dan rencana
kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;

(4) pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat
dan pelaksanaan kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan

(5) evaluasi. dan. penyusunan  laporan pelaksanaan kerja

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

2) Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan
Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan mempunyai tugas
melaksanakan, membina, dan mengendalikan pendaftaran, pendataan,
dan penetapan pajak daerah.
Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan dalam melaksanakan
tugas mempunyai fungsi:
a) penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan

Penetapan;



35

b) perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, dan penetapan
pajak daerah;

c) pelaksanaan pendataan pajak daerah;

d) pelaksanaan pendaftaran pajak daerah;

e) pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah;

f) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan. kerja Bidang

Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan terdiri atas;
a. Subbidang Pendaftaran
Subbidang Pendaftaran mempunyai tugas-menyiapkan bahan
pelaksanaan pendaftaran pajak daerah.
Subbidang Pendaftaran dalam melaksanakan tugas mempunyai
fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pendaftaran;
b perumusan kebijakan teknis pendaftaran pajak daerah;
c. pelaksanaan pendaftaran calon wajib pajak daerah; dan
d. evaluasi ~ dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja
Subbidang Pendaftaran.
b. Subbidang Pendataan
Subbidang Pendataan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan
pendataan pajak daerah.

Subbidang Pendataan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pendataan;
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b. perumusan kebijakan teknis pendataan pajak daerah;
c. pelaksanaan pendataan subyek dan objek pajak daerah;
d. pelaksanaan administrasi benda berharga; dan
e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang
Pendataan.
c. Subbidang penepatan
Subbidang Penetapan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan
pembinaan penetapan pajak daerah.
Subbidang Penetapan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Subbidang Penetapan;
b. perumusan kebijakan teknis penetapan pajak daerah;
c. pelaksanaan analisis pajak daerah;
d. pelaksanaan penetapan dan penérbitan surat ketetapan pajak daerah; dan
e. evaluasi  dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja subbidang

Penetapan.

Bidang Penagihan dan pengembangan

Bidang Penagihan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan,
membina dan mengendalikan penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan,
keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan
pendapatan asli daerah.

Bidang Penagihan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi:
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a. penyusunanrencana kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan;

b. perumusan  kebijakan  teknis  penagihan  pajak  daerah,
pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan
pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah;

c. pelaksanaan penagihan dan pengendalian penerimaan pajak daerah;

d. pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan
pajak daerah,;

e. pengembangan pendapatan asli daerah;

f. evaluasi dan penyusunan ‘laporan pelaksanaan kerja Bidang
Penagihan dan Pengembangan.

Subbidang penagihan dan Pengembangan terdiri atas;
a. Subbidang Penagihan

Subbidang_Penagihan Pajak ¢ Dacrah mempunyai tugas menyiapkan

bahan penagihan penerimaan pajak daerah.

Subbidang Penagihan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. penyusunanrencana kerja Subbidang Penagihan
b. perumusan kebijakan  teknis penagihan,  pengendalian,

pembukuan dan pelaporan, dan pelayanan restitusi pajak daerah;

c. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
d. pelaksanaan pengendalian penerimaan pajak daerah
e. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pajak daerah;

f. pelaksanaan pelayanan restitusi pajak daerah; dan



38

g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sub
bidang Penagihan

b. Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan
Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan
mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan keberatan,
keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah.

Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Subbidang Keberatan,
Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan;
b. perumusan kebijakan teknis pelayanan keberatan,
keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah;
c. pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan,
dan pembebasan pajak daerah; dan
d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang
Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan.

c. Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Subbidang
Pengembangan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas menyiapkan
bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendapatan asli daerah.
Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan
tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan  rencana  kerja  Subbidang  Pengembangan

Pendapatan Asli Daerah;
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b. perumusan kebijakan teknis pengembangan pendapatan asli daerah;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pendapatan asli daerah;

d. pelaksanaan analisis dan pengembangan pendapatan asli daerah; dan
e. evaluasi dan  penyusunan laporan  pelaksanaan  kerja

Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah.

4. Bidang perbendaharaan
Bidang Perbendaharaan mempunyai <tugas melaksanakan, -membina
dan mengendalikan belanja gaji, belanja non gaji dan pengendalian kas
daerah.
Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. penyusunantencana kerja Bidang Perbendaharaan;

b. perumusan kebijakan teknis penatausahaan keuangan daerah;

e

pelaksanaan penatausahaan belanja gaji, dan belanja non gaji;

d. _pembinaan penatausahaan belanja gaji;

e. pelaksanaan pengendalian kas daerah; dan

f. evaluasi dan penyusunan laporan  pelaksanaan  kerja

Bidang Perbendaharaan.

Subbbidang Bendahara terdiri atas;

a. Subbidang Belanja Gaji

Subbidang Belanja Gaji mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan,

pembinaan dan pengendalian pembayaran belanja gaji.
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Subbidang Belanja Gaji dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Belanja Gaji;
b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan belanja gaji dan pembinaan
penatausahaan belanja gaji;
c. pelaksanaan pengelolaan belanja gaji;
d. pembinaan penatausahaan belanja gaji; dan
e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja
b. Subbidang Belanja Gaji.

Subbidang Belanja Gaji mempunyai tugas menyiapkan <bahan pelaksanaan,

pembinaan dan pengendalian pembayaran belanja gaji.
Subbidang Belanja Gaji dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Belanja Gaji;
b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan belanja gaji dan pembinaan
penatausahaan belanja gaji;
c. pelaksanaan pengelolaan belanja gaji;
d.. pembinaan penatausahaan belanja gaji; dan
€. evaluasi dan_penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Belanja
Gaji.
c. Subbidang Belanja Non Gaji
Subbidang Belanja Non Gaji mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian penatausahaan belanja non gaji dan
pengendalian kas daerah .

Subbidang Belanja Non Gaji dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Belanja Non Gaji;
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b. perumusan kebijakan teknis penatausahaan belanja non gaji dan
pengendalian kas daerah;

c. pelaksanaan penatausahaan belanja non gaji;

d. pelaksanaan pengendalian kas daerah; dan

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Belanja

Non Gaji.

S. Bidang anggaran
Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan analisis, perencanaan,
dan pengendalian anggaran.
Bidang Anggaran dalam melaksanakan tagas mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang Anggaran,;
b. perumusan kebijakan teknis analisis, perencanaan, dan
pengendalian anggaran daerah;
¢. ~pelaksanaan analisis anggaran daerah;
d.. pelaksanaan perencanaan anggaran daerah
e. pelaksanaan pengendalian anggaran daerah; dan

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Anggaran.

Subbidang Anggaran terdiri atas

a. Subbidang Analisi Anggaran
Subbidang Analisis Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan, pembinaan dan pengendaliaan analisis dan pembiayaan

anggaran.
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Subbidang Analisis Anggaran dalam melaksanakan tugas mempunyai
fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Analisis Anggaran;

b. perumusan kebijakan teknis analisis potensi sumber dana dan

pembiayaan anggaran;

c. analisis potensi sumber dana dan pembiayaan daerah;

d. pelaksanaan pengelolaan investasi daerah;

e. pelaksanaan administrasi hibah dana‘daerah; dan

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang

Analisis Anggaran.

b. Subbidang Perencanaan Anggaran
Subbidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan, pembinaan dan pengendaliaan perencanaan anggaran

Subbidang  Perencanaan’ <Anggaran dalam  melaksanakan tugas
mempunyai fungsi:
a. penyustnanrencana kerja Subbidang Perencanan Anggaran;
b. perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran;
c. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah
dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran perangkat daerah;
e. penyusunan dokumen penyediaan dana dan anggaran kas;

f. penyusunan informasi penganggaran daerah; dan
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g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja

Subbidang Perencanaan Anggaran.

¢. Subbidang Pengendalian Anggaran
Subbidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas . menyiapkan
bahan pelaksanaan dan pembinaan pengendalian anggaran.
Subbidang Pengendalian Anggaran dalam’ (melaksanakan tugas
mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pengendalian Anggaran;
b. perumusan kebijakan teknis pengendalian penganggaran daerah,;
c. penyusunan peraturah peénganggaran daerah;
d. pelaksanaan pengendalian penganggaran daerah; dan
e. evaluasi . dan  penyusunan. laporan pelaksanaan kerja

Subbidang Pengendalian Anggaran

6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Bidang Akuntansidan Pelaporan terdiri atas;
a. Subbidang Akuntansi dan Evaluasi
Subbidang Akuntansi dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan evaluasi
realisasi keuangan daerah.
Subbidang Akuntansi dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi:
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a. penyusunanrencana kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi;

b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan
akuntansi keuangan daerah dan pelaksanaan evaluasi realisasi
keuangan daerah

c. pelaksanaan akuntansi keuangan daerah;

d. pembinaan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah;

e. pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah;/dan

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang
Akuntansi dan Evaluasi.

b. Subbidang Pelaporan
Subbidang Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan
dan pembinaan penyusunan laporan keuangan daerah.
Subbidang Pelaporan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencanakerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
b.« perumusan kebijakan teknis akuntansi keuangan daerah dan
pelaporan keuangan daerah;
c. pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah;
d. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan daerah;
e. pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah; dan
f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang
Akuntansi dan Pelaporan.
g. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah;

h. pembinaan pelaporan keuangan perangkat daerah; dan
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1. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang

Pelaporan.

7. Bidang Aset
Bidang aset mempunyai  tugas  melaksanakan dan . membina
perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan
pengendalian aset
Bidang Aset dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang Aset;
b. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengadaan, pemanfaatan
dan pengamanan aset;
c. pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan aset;
d. pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset;
e. pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan dan pengendalian aset; dan
f. <evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Aset.
Subbidang Aset terdiri atas;
a. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset
Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perencanan dan pengadaan
aset.
Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset dalam melaksanakan

tugas mempunyai fungsi;
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a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan dan Pengadaan
Aset;

b. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan aset;

c. penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;

d. pengadaan barang daerah sesuai dengan kewenangan;

e. penyusunan penetapan status penggunaan barang milik daerah;

f. pengurusan status hukum barang daerah; dan

g. evaluasi dan penyusunan lapofan  pelaksanaan ‘kerja
Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset.

b. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset
Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan
pengamanan aset.
Subbidang Pemanfaatan /dan Pengamanan Aset dalam melaksanakan
tugas mempunyai fungsi:

a.. penyusunan rencana kerja Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan
Aset;

b. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan, pengamanan,
pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik
daerah;

c. pelaksanaan pengamanan fisik barang milik daerah sesuai
dengan kewenangan;

d. penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah;



47

e. pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan
kewenangan;
f. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sesuai
dengan kewenangan,;
g. pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik
daerah;dan
h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja
Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset.
c. Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian aset
Subbidang  Penatausahaan dan —Pengendalian Aset mempunyai
tugas menyiapkan bahan penatausahaan dan pengendalian aset.
Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset dalam melaksanakan
tugas mempunyat fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Subbidang Penatausahaan dan
Pengendalian Aset;
b.. perumusan kebijakan teknis penilaian, penatausahaan, pengendalian
dan tuntutan ganti rugi barang milik daerah,;
c. pelaksanaan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah;
d. pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
e. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi barang milik
daerah;
f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja

Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset
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8. Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan

Keuangan dan Aset Daerah.

9. Kelompok Jabatan Fungsional
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan
keahlian.

(2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

4.3 Sarana dan Prasarana

Agar dapat melaksakan tugas sebaik mungkin, maka diperlukan sejumlah
sarana dan prasarana yang cukup memadai dan tentu saja sarana dan prasarana
tersebut harus mampu mendukung dalam kebiatannya baik secara kualitas maupun
kuantitas.

Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah oleh pemerintah kabupaten Sleman digabung menjadi satu atap menjadi
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang menempati satu gedung dan ini
baru berjalan kurang lebih 3 bulan.

Dengan penyatuan kedua bidang ini tentunya akan mempengaruhi tata
letak untuk para pegawai, sehingga perlu adanya penataan yang baik agar kondisi

kerja masing-masing pegawai terasa nyaman.
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4.4 Hasil Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis
SWOT. Analisis SWOT dilakukan terhadap indikator variabel kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman peningkatan penerimaan pajak daerah di
Kabupaten Sleman yang telah ditentukan sebelumnya.
1. Analisis SWOT

Analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, &kelemahan, peluang dan
ancaman bagi peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman dapat
dilihat pada penilitian indikator variabel internal dan “eksternal peningkatan
penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman. Indikator internal dan eksternal
peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten/Sleman tersebut pada dilihat
pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Indikator Variabel Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman
Peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman

Indikator variabel kekuatan | Indikator variabel kelemahan
Lingkungan kerja kondusif Kurangnya jumlah SDM
Pendidikan SDM Infrastruktur yang belum ada
Adanya Diklat

Indikator variabel peluang Indikator variabel ancaman
Penggunaan sistem online Kurangnya kesadaran

masyarakat

Dukungan pemerintah Kurangnya promosi
Peraturan pemerintah Ekonimi global
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Dalam langkah berikutnya akan dikemukakan mengenai penilaian atas faktor
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang diperoleh melalui wawancara;
a. Penilaian Variabel Kekuatan
Untuk lebih jelas mengenai penilaian dari indikator variabel
kekuatan peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.4

Indikator Variabel Kekuatan Peningkatan penerimaan pajak daerah di
Kabupaten Sleman

Indikator Sangat Sangat
variabel sat | Baik Cukup | Kurang g Nilai
baik kurang
kekuatan
Lingkungan kerja X 4
kondusif
Pendidikan SDM X 4
Adanya Diklat X 4

Dari tabel di atas dapat kita ketahui kekuatan peningkatan
penerimaan-pajak daerah di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:
1) Lingkungan kerja kondusif
Lingkungan kerja kondusif dalam kategori baik, karena
lingkungan kerja didukung dengan sarana dan prasarana yang

lengkap serta teman pegawai yang saling membantu.
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2) Pendidikan SDM
Pendidikan SDM dikategorikan baik, karena hampir semua
pegawai mempunyai pendidikan S2, sehingga menunjang akan
kinerja pegawai dalam peningkatan penerimaan pajak.
3) Adanya Diklat
Adanya Diklat dalam kategori baik, karena setiap tahun
diadakan Diklat, sehingga menunjang kompetensi pegawai.
b. Penilaian Variabel Kelemahan
Untuk lebih jelas mengenai penilaian daric indikator variabel
kelemahan peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman dapat
di lihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.5

Indikator Variabel Kelemahan Peningkatan penerimaan pajak daerah
di Kabupaten Sleman

Indikator
variabel
kekuatan

Sangat
baik

Sangat

kurang Nilai

Baik | Cukup | Kurang

Kurangnya X 3
jumlah SDM

Infrastruktur X 2
yangbelum ada

Sumber: data primer (2017)
Dari tabel di atas dapat kita ketahui kelemahan peningkatan

penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:
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1) Kurangnya jumlah SDM
Kurangnya jumlah SDM dalam kategori cukup, karena jumlah
SDM di penerimaan pajak di Kabupaten Sleman yang di lapangan
hanya 30 orang, sehingga penerimaan pajak belum optimal.
2) Infrastruktur yang belum ada
Infrastruktur yang belum ada dalam kategori kurang, dimana
dalam infrkaturtur pegawai belum jelas, sehingga tugas dan tanggung
jawab pegawai tidak jelas.
Penilaian Variabel Peluang
Untuk lebih jelas mengenai penilaian dari indikator variabel peluang
peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman dapat dilihat
pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6

Indikator Variabel Peluang Peningkatan penerimaan pajak daerah di

Kabupaten Sleman

Indikator
variabel
kekuatan

Sangat
kurang

Sangat

baik Nilai

Baik | Cukup | Kurang

Penggunaan X 4
sistem online

Dukungan X 4
pemerintah

Peraturan X 4
pemerintah

Sumber: Data primer (2017)
Dari tabel d atas dapat kita ketahui peluang peningkatan penerimaan

pajak daerah di Kabupaten Sleman adapun hasilnya sebagai berikut:
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Penggunaan sistem online

Penggunaan sistem online dikategorikan baik, karena pada
kantor pajak daerah di Kabupaten Sleman sudah menggunakan sistem
online, sehingga pembayaran pajak tidak harus di lakukan di kantor,
sehingga menghemat waktu dan mempemudah pembayar pajak
dalam membayar pajak.
Dukungan pemerintah

Dukungan pemerintah dalam Kategori baik, karena pemrintah
mendukung akan keberhasilan dalam penerimaan pajak, hal ini
didasari oleh adanya support dana untuk keperluan pegawai dari
pemerintah.
Peraturan pemerintah

Peraturan pemerintah dalam kategori baik, karena dimana
setiap usaha yang tidak membayar pajak, maka terdapat peraturan

berupa sanksi yang diberikan oleh pembayar pajak.

d. Penilaian Variabel Ancaman

Untuk lebih jelas mengenai penilaian dari indikator variabel ancaman

peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman dapat dilihat

pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.7
Indikator Variabel Ancaman Peningkatan penerimaan pajak daerah
di Kabupaten Sleman

Indikator | Sangat | Baik | Cukup | Kurang | Sangat | Nilai
variabel baik kurang
kekuatan

Kurangnya X 3
kesadaran
masyarakat

Kurangnya X 3
promosi

Ekonimo X 4
global

Sumber: Data primer (2017)

Dari tabel di atas <dapat kita ketahui kekuatan peningkatan
penerimaan pajak daetah di Kabupaten Sleman, adapun hasilnya sebagai
berikut:

1) Kurangnya kesedaran masyarakat
Kurangnya kesedaran masyarakat dikategorikan cukup, karena
Kurangnya _pengetahuan masyarakat akan wajib pajak menjadikan
kesadaran masyarkat kurang sehingga penerimaan pajak tidak
maksimal.
2) Kurangnya promosi
Kurangnya promosi dikategorikan cukup, karena dalam
pemberian informasi pada masyarakat masih kurang, sehingga

masyarakat tidak mengerti akan kewajiban membayar pajak
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3) Ekonomi global
Ekonomi global dikategorikan baik, karena ketika adanya krisis
global menjadikan penerimaan pajak menjadi berkurang.
4) Penentuan posisi dan strategi peningkatan peningkatan penerimaan
pajak daerah di Kabupaten Sleman.

Dari wawancara dan angket yang disebarkan telah diketahui masing-
masing bobot dari indikator-indikator variabel, yang mencakup kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman peningkatan penerimaan pajak.daerah di
Kabupaten Sleman, setelah pembarian bobot pada masing<masing indikator
maka dapat dilakukan perhitungan mnilai tertimbang, untuk lebih jelas
mengenai perhitung nilai tertimbang dari indikator variabel internal dan
eksternal peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8

Perhitungan nilai tertimbang Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Di
Kabupaten Sleman

Bobo Nilai
No Kategori Variabel dan Indikator ¢ Nilai | Tertim
bang
1 2 3 4 5
Kekuatan penerimaan pajak di daerah Kabupaten
Sleman
1 | Lingkungan kondusif 0.35 4 1.4
2 | Pendidikan SDM 0.35 4 1.4
3 | Adanya Diklat 0.3 4 1.2
Total 1 4
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Kelemahan penerimaan pajak di daerah
Kabupaten Sleman

3 | Kurangnya jumlah SDM 0.5 3 1.5
4 | Infrastruktur yang belum ada 0.5 2 1
Total 1 2.5
Peluang penerimaan pajak di daerah Kabupaten
Sleman
1 | Penggunaan sistem online 0.2 4 0.8
2 | Dukungan pemerintah 0.4 4 1.6
3 | Peraturan pemerintah 0.4 4 1.6
Total 1 4
Ancaman penerimaan pajak di daerah Kabupaten
Sleman
1 | Kurangnya kesadaran masyarakat 0.2 3 0.6
2 | Kurangnya promosi 0.3 3 0.9
3 | Ekonomi glebal 0.5 4 2
Total 1 3.5

Sumbet: Data primer (2017)

Selanjunya langkah = terakhir adalah menentukan posisi peningkatan
penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman dalam salah satu kuadran dari
empat kuadran yang dimiliki oleh matrik SWOT -4K penetukan strategi
peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan berdasarkan posisi yang dimiliki
tersebut, oleh karena itu langkah yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah
menghitung selisih nilai tertimbang antara kekuatan dan kelemahan, peluang dan
ancaman. Adapun perhitungan selisih nilai tertimbangan pada Pemerintah

Kabupaten Magelang dapar di lihat pada tabel berikut:



Tabel 4.9

Selisih Nilai Tertimbang Peningkatan penerimaan pajak daerah di

Kabupaten Sleman

Nilai tertimbang kekuatan peningkatan penerimaan pajak

daerah di Kabupaten Sleman 4.00
Nilai tertimbang kelemahan peningkatan penerimaan

pajak daerah di Kabupaten Sleman 2.5
selisih positif 1,5
Nilai tertimbang peluang peningkatan penerimaan pajak

daerah di Kabupaten Sleman 4
Nilai tertimbang ancaman peningkatan penerimaan pajak

daerah di Kabupaten Sleman 3.5
selisih positif 0,5
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa posisi peningkatan penerimaan

pajak daerah di Kabupaten Sleman berada pada kuadran II. Hal ini disebabkan

karena kedua selisih nilai tertimbang adalah horizontal yaitu 1,5 dan vertikal 0,5.

Secara visual posisi peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman

dapatdilihat pada gambarberikut:
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Kelemahan

Gambar 4.1
Peta SWOT Peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten
Sleman
Peluang
A
2. Mendukung 2 1. Mendukung
Strategi Turn Strategi Agresif
Around
1
1,5: 0,5
) 1 2 ’ Kekuatan
3. Mendukung 4. Mendukung
Strategi Defensif Strategi
Diversifikasi
v
Ancaman

Dari peta SWQOT tersebut di atas dapat di ketahui bahwa posisi peningkatan

penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman berada pada kuadran I, artinya

kantor pajak di daerah Kabupaten Sleman diharapkan untuk mengimplementasikan

strategi. pertumbuhan atau agresif, dengan kata lain jika dilihat dari lingkungan

bisnisnya maka kantor pajak di daerah Kabupaten Sleman mempunyai peluang

bisnis yang cukup walaupun memiliki ancaman yang secara relatif lebih rendah

dibandingkan dengan peluang untuk berkembang, namun kantor pajak di daerah.

Kabupaten Sleman ini masih memiliki peluang untuk tumbuh dengan

posisi pada kuadran 1 yang terbentuk oleh sumbu kuatnya keunggulan bersaing

dan tinggnya pertumbuhan pasar diharapkan kantor pajak di daerah Kabupaten

Sleman dapat menggunakan strategi perkembangan pasar, penetrasi pasar serta
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melakukan pengembangan produk. Strategi-strategi ini merupakan strategi yang
dapat digunakan untuk menumbuh kembangkan penerimaan pajak di daerah
Kabupaten Sleman

Dari prediksi posisi usaha dapat diketahui bahwa unit usaha ini terletak
pada skala perioritas utama sehingga memiliki banyak pilihan dapat melakukan
intervensi secara maksimal. Unit usaha ini juga dapat menitik beratkan pada
strategi perluasan pasar, perluasan pasar dapat dilakukan baik dalam pengertian
wilayah maupun segmen yang dituju
2. Perumusan strategi

Perumusan alternatif stategi untuk strategi ‘peningkatan peningkatan
penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman yang sesuai dengan posisi kantor
pajak di daerah Kabupaten Sleman yang berada pada posisi kuadran I maka
strategi yang dipilih adalah strategi SO (Strength- Opportunities).

Tabel 4.10
Matrik Analisis SWOT Perumuskan Alternatif Strategi

Strategi SO

1 Penambahan pegawai

2 Penambahan promosi akan wajib pajak.

3 Adanya infrastruktur yang jelas.

4. Peningkatkan pelaksanaan Diklat

Strategi SO yaitu memanfaaatkan semua kekuatan dan merebut semua peluang
yang ada, oleh karena itu strategi yang lebih tepat untuk dilaksanakan adalah

strategi yaitu :
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Penambahan pegawai
Penambahan promosi akan wajib pajak
Adanya infrastruktur yang jelas

Peningkatkan pelaksanaan Diklat

Dalam implementasi strategi selanjutnya hendaknya dapat dilaksanakan

melalui kerjasama yang baik dan didukung oleh seluruh pihak pada Pemerintah

Kabupaten Sleman seperti pegawai, pemimpin, ( dan pemerintahan.
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SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab
sebelumnya dapat ditarik kesimpulan strategi dalam peningkatan penerimaan
pajak di daerah Kabupaten Sleman adalah <strategi SO (Strength-

Opportunities) yaitu:

1. Penambahan pegawai yang diharapkan dapat mengurangi beban karyawan
serta pencapian target yang diharapkan dalam meningkatkan penerimaan
pajak

2. Penambahan promosi. akan wajib pajak sehingga masyarakat lebih
mengetahui akan pentingnya mémbayar wajib pajak

3. Adanya infrastruktur yang jelas sehingga tanggung jawab pegawai lebih
terarah dan kinerja pegewai lebih efektif sesuai dengan pencapian target

4. Peningkatkan pelaksanaan Diklat yang bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan pegawai dalam bekerja sehingga pencapian target penerimaan

pajak lebih maksimal

5.2 Saran

1. Pemerintah daerah Sleman dapat melakukan promosi dengan berbagai

media, sehingga masyarakat lebih mengetahui akan wajib pajak.
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Memberikan fasilitas dan sarana pada masyarakat agar lebih mudah dalam
pembayaran pajak.

Penambahan pegawai di sehingga dapat menjaring semua individu dan
perorangan yang wajib pajak sehingga meningkatkan penerimaan pajak
daerah Sleman.

Perlu adanya penelitian yang lebih mendalam tentang staregi peningkatan
pajak daerah ini, diharapkan peneliti selanjutnya lebih fokus untuk satu
pajak saja misalnya pajak hotel, pajak parker dan lain-lainnya, hal tersebut

diharapakan peneliti lebih fokus ‘dan pembahasannya debth mendalam.
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